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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idP  U  T U  S  A  N

Nomor:  01/B .TUN/2011 /PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

         Pengad i l an    Tingg i   Tata   Usaha Negara  Makassar  

yang  memer iksa ,  memutus  dan  Mengadi l i  sengketa  Tata  Usaha  

Negara  dalam  t i ngka t   band ing ,  bers i dang  di  gedung  

Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Makassar  di  ja l an  

A.P  .Pet t a r an i   No.45  Makassar ,  te lah  mengambi l  putusan  

sebaga i  ber i ku t  da lam  sengke ta  anta ra  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

KOMISI  PEMILIHAN UMUM (KPU)  KABUPATEN MAMBERAMO RAYA,

              Berkedudukan  di  Kasonaweja ,  Dis t r i k  

Mamberamo Tengah ,  Kabupaten  Mamberamo Raya.

              Dalam ha l  in i  member ikan  kuasa  kepada  :

1.  BUDI SETYANTO,SH.

2.  HERMAWATI KOENTARIANI ,SH.

3.  RUDI MULYADI,SH.

Masing- masing  warga  Negara  Indones ia ,Peker j aan  

Advokat ,  yang  memi l i h  domis i l i  hukum di  Ja lan  Karang  

N0.8  (Samping  PTUN.Jayapura ) ,  Kelu rahan  Waena,  

Dis t r i k  Heram,  Kota  Jayapura ,  berdasarkan  Sura t  

Kuasa Khusus   te r t angga l  21 September  2010; - - - - - -

Selan ju tnya  disebu t  sebaga i  - - - - - - - - - - - - - - -  

TERGUGAT/PEMBANDING

                                        M  E  L  A 

W  A  N 

1. ETIN  KOGOYA.      Kewarganegaraan    Indones ia ,  

Peker j aan   Pegawai   Neger i    s ip i l , B e r t empat    Tingga l  

d i    Fur ia    BTN   Puskopad    Blok  C,    Kelu rahan  Waena 

,  Dis t r i k  Abepura ,  Kota  Jayapura  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id2. MARTHEN BUBIA,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  Peker jaan  

Wiraswasta ,  Ber tempat  Tingga l  d i  kampung  Mar ika ib ,  

Kelu rahan  Mar ika i ,  Dis t r i k  Barapas i ,  Kabupaten  

Mamberamo  raya   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

            Dalam hal  in i  member ikan  kuasa  kepada  ;  

RONALD THEOS,  SH,Kewarganegaraan  Indones ia ,  Peker j aan  

Advokat ,  yang  memi l i h  domis i l i  hukum   Di  ja l an  

Kabupaten   I   APO No.  2,   Kelu rahan  Bhayangkara ,  

d is t r i k  

(  2 )

Jayapura  Utara ,  Kota  Jayapura ,  berdasarkan  Sura t  Kuasa  

Khusus  te r t angga l  25 Agustus  2010.

           Selan ju tnya  d isebu t  sebaga i  - -  PARA 

PENGGUGAT/ TERBANDING.

Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Makassar , se te l ah  

membaca :

1. Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  

Negara  Makassar ,  tangga l  31  Januar i  2011  

No.01 /B .TUN/2011/PT.TUN.MKS  ten tang  Penunjukan  

Maje l i s  Hakim  untuk  memer iksa  ,memutus  dan  

menyelesa ian  sengketa  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Putusan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  

tangga l  7 Oktober  2010  Nomor:  39/G.2010 /PTUN.JPR 

beser ta  lampi ran  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Berkas  perkara  dan  sura t - sura t  la i n  yang  

berka i t an  dengan perkara  in i  ;  - - -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Membaca   dan  memperhat i kan   dengan seksama 

ke jad ian - ke jad ian  yang  d iu ra i kan  da lam  Putusan  

Pengad i l an    Tata    Usaha  Negara  Jayapura  No.  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id39/G/2010  /  PTUN.JPR tangga l   7   Oktober  2010  beser ta  

sura t - sura t  la i n  yang  berka i t an  te rmasuk  memor i  dan  

kont ra   memor i   band ing  dar i  para  pihak  yang  berseng-  

keta , seh ingga  d ipero l eh  krono log i s  ke jad ian   sebaga i  

ber i ku t  ; -

 Menimbang,  bahwa  Penggugat  da lam  pet i t um  gugatannya  

pada  gar i s  besarnya  mohon  agar  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Jayapura  member ikan  putusan  sebaga i  ber i ku t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Dalam  Penundaan :  Menunda pelaksanaan  Sura t  Keputusan  

Tergugat  Nomor  21  /KPTS  /  KPU-MBR-03  /  2010  tangga l  

15 – 6 – 2010  ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  yang  

memenuhi  syara t  mut lak  15 %pada  proses   Pendaf ta r -  an 

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah   Dan   Waki l   Kepala   Daerah  

Kabupaten  Mamberamo Raya tahun  2010 ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

           Dalam Pokok  Perkara  :

1. Mengabulkan  gugatan  penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kabupaten  Mamberamo  Raya  Nomor  :  

21/KPTS/KPU- MBR-031/2010  tangga l  15  Jun i  2010  Tentang  

Penetapan  Pasangan  Calon  Yang Memenuhi  Syara t  Mut lak  15 

% Pada Proses  Pendaf ta ran  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  

dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Mamberamo Raya Tahun  

2010  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

(  3 )

3. Memer in tahkan  Tergugat  agar  mencabut  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kabupaten  Mamberamo  Raya  Nomor  :  

21/KPTS/KPU- MBR-031/2010  tangga l  15  Jun i  2010  Tentang  

Penetapan  Pasangan  Calon  Yang memenuhi  Syara t  Mut lak  15 

% Pada Proses  Pendaf ta ran  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.iddan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Mamberamo Raya Tahun  

2010  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

4. Memer in tahkan  Tergugat  untuk  Mengeluarkan  Sura t  

Keputusan  yang  baru               dan  melakukan  

perba i kan    te rhadap  tahapan  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah    Kabupaten  Mamberamo 

Raya  Tahun  2010  mula i  dar i  ver i f i k a s i  Baka l  Pasangan  

Calon  sampai  dengan  Penetapan  Penar i kan  dan Pengambi lan  

Nomor  Urut  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Menghukum Tergugat  agar  Membayar  biaya  perkara  yang  

t imbu l  ak iba t  gugatan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  adapun  yang  di j ad i kan  alasan  atas  

tun tu tan  te rsebu t  sesua i  pos i t a  gugatan  adalah  sebaga i  

ber i ku t  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bahwa te rguga t  mengumumkan pembukaan  pendaf ta ran  baka l  

Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Mamberamo Raya  per iode  

tahun  2010- 2015  yang  in t i n ya  menyampaikan  bahwa 

pendaf ta r an  Baka l  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Mamberamo  Raya  pada  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  

Kabupaten  Mamberamo Raya  Tahun  2010  akan  di l aksanakan  

pada  tangga l  8  Jun i  2010  s/d  14  Jun i  2010  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  pada  tangga l  14  Jun i  2010  Para  Penggugat  

mendatang i  sekre ta r i a t  Tergugat  untuk  mendaf ta r kan  d i r i  

sebaga i  Baka l  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Mamberamo 

Raya Per iode  tahun  2010 – 2015 dan para  Penggugat  te l ah  

memasukkan  persya ra tan  untuk  tahap /se l eks i  penca lonan  

berupa  berkas- berkas  admin is t r a s i  yang  d ibu tuhkan  

berdasarkan  Keputusan  KPU  Kabupaten  Mamberamo  Raya 

Nomor  15/KPTS- MBR-031/2010  tangga l  5  Mei  2010  Tentang  

Perubahan  Atas  Keputusan  KPU Kabupaten  Mamberamo Raya 

Nomor  :  01/KPTS/KPU- MBR-031/2010  ten tang  tahapan  

program dan jadwa l  waktu  Penye lenggaraan  Pemi l i han  Umum 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idKepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Mamberamo  Raya  tahun  2010  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa para  Penggugat  merupakan  Calon  Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Mamberamo  Raya  per iode  

tahun  2010- 2015  yang  diusung  oleh  Gabungan  Par ta i  

Pol i t i k  ya i t u  Par ta i  Gerakan  Indones ia  

(  4 )

Raya,  Par ta i  Nasiona l  Benteng  Kerakya tan  Indones ia ,  

Par ta i  Pedul i  Rakyat  Indones ia ,  Par ta i  Persa tuan  

Daerah ,  Par ta i  Pemuda  Indones ia  dan  Par ta i  Demokra t  

ser ta  dikena l  dengan Koal i s i  SENTUHAN KASIH ;  - - - - - - - - -

4. Bahwa  sete lah  proses  pendaf ta ran  Baka l  Calon  Kepala  

Daerah  dan  Calon  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Mamberamo Raya di tu t up ,  Tergugat  t i dak  pernah  melakukan  

akt i f i t a s  apapun  yang  menunjukan  suatu  keg ia tan  besar  

seper t i  Pemi lukada  in i ,  bahkan  Tergugat  te rkesan  

te r t u t up  dan  t i dak  t ransparan  dalam  melakukan  

t i ndakannya  te rsebu t  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa  sete lah  mener ima  berkas  penca lonan  dar i  Para  

Penggugat  tangga l  14  Jun i  2010,  Tergugat  t i dak  pernah  

mendaf ta r kan  nama  Para  Penggugat  pada  buku  reg i s t e r  

pendaf ta r an  sebaga i  bentuk  pina ta  admin is t r a s i  

sebaga imana  yang  dimaksud  da lam keten tuan  Pasa l  12 ayat  

4  Pera tu ran  KPU Nomor.  68  Tahun  2009  Tentang  Pedoman 

Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  ;  -

6. Bahwa  se la i n  i t u ,  Tergugat  juga  t i dak  pernah  

menyerahkan  tanda  te r ima  berkas ,  sebaga i  wujud  dar i  

langkah  Admin is t r a t i v e  se lan ju t nya  berupa  tahapan  

ver i f i k a s i  sebaga imana  yang  d imaksudkan  da lam keten tuan  

Pasa l  60  ayat  2  Undang- undang  Nomor  12  Tahun  2008  

Tentang  Pemer in tahan  Daerah  Jo.  Pera tu ran  KPU Nomor  68  

Tahun  2009  Tentang  Pedoman Tekn is  Tata  Cara  Pemi l i han  

Umum  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bahwa  pada  tangga l  15  Jun i  2010  (sa tu  har i  sete lah  

penutupan  pendaf t a ran  ca lon )  secara  mengeju tkan  

Tergugat  menerb i t kan  obyek  sengketa  yang  nyata - nyata  

tanpa  k la r i f i k a s i  maupun  ver i f i k a s i  ha l  mana t i ndakan  

Tergugat  in i  te lah  melanggar  keten tuan  Pasa l  12 ayat  4 

Pasa l  15  ayat  4  Pera tu ran  KPU Nomor  68  Tahun  2009  

Tentang  Pedoman Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  

Umum  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Bahwa  walaupun  Para  Penggugat  menyadar i  adanya  

kepent i ngan  te rse l ubung  d iba l i k    proses    pendaf ta ran  

baka l     pasangan     ca lon    yang  di l akukan  oleh  

Tergugat  yang  te l ah  nyata - nyata  melanggar   keten tuan  

dasar  maupun keten tuan  tekn i s  KPU,  namun para  Penggugat  

masih  ar i f  dengan  mengajukan  sura t  kepada  Tergugat  

Ter tangga l  16  Jun i  2010  ten tang   “  Permohonan 

Kelonggaran  Waktu “  namun  Terguga t  t i dak  

mengindahkannya    sambi l   te rus  melakukan  per tahapan  

yang  te l ah  

(  5 )

sa lah  di l akukannya  se jak  awal ,  o leh  karenanya  para  

Penggugat  meminta  agar     Pengad i l an    Tata    Usaha  

Negara    Jayapura  menyatakan  dengan 

HUKUM bahwa  semua  proses  per tahapan  Pemi lukada  

dikabupa ten  Mamberamo  Raya  BATAL  DEMI  HUKUM ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bahwa  lucunya  lag i ,  Tergugat  te l ah  menerb i t kan  sura t  

yang  di tu j ukan  kepada  Para  Penggugat  dengan  sura t  nomor  

:  032/KPU- MBR-031/V I / 2010  tangga l  19  Jun i  2010  per i ha l  

“  Klar i f i k a s i  Penel i t i a n  Berkas  Penca lonan  Dalam 

Pemi lukada  Kabupaten  Mamberamo Raya Tahun  2010  “  bahwa 

sura t  te rsebu t  seo lah - olah  te lah  memver i f i k a s i  berkas  

penca lonan  yang  d ia j ukan  oleh  Para  Penggugat ,  ha l  in i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idmerupakan  satu  bukt i  kecacatan  admin is t r a s i  yang  

di l akukan  oleh  Penggugat  ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

10. Bahwa  se lan ju t nya  oleh  karena  Para  Penggugat  merasa  

kepent i ngannya  di rug i kan  dengan  te rb i t n ya  objek  

sengketa ,  maka pada  tangga l  3 Ju l i  2010  Para  Penggugat  

beser ta  Tim  Sukses  te lah  meminta  kepada  Komis i  

Pemi l i han  Umum Prov ins i  Papua di  Jayapura  agar  menin jau  

kembal i  proses  dan  tahapan  Pemi lukada  di  Kabupaten  

Mamberamo  Raya  yang  di l akukan  oleh  Tergugat  dengan  

sura t  berper i ha l  “  Keberatan  Atas  Kiner ja  KPUD 

Kabupaten  Mamberamo Raya “  namun  sampai  gugatan  in i  

d ia j ukan  ke  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura ,  

sura t  te rsebu t  t i dak  pernah  di tanggap i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

11. Bahwa  pada  tangga l  12  Agustus  2010  Tergugat  secara  

diam- diam  dan  t i dak  t ransparans i  ser ta  tanpa  

sepengetahuan  Para  Penggugat ,  apa lag i  Tergugat  secara  

t i dak  et i s  melanggar  kode  et i knya  sebaga i  penye lenggara  

Pemi lukada  te l ah  menerb i t kan    Keputusan    Pemi l i han  

Umum   Kabupaten   Mamberamo Raya  Nomor.   26/KPTS/KPU-

MBR-031/2010  tangga l  12  Agustus  2010  ten tang  Penar i kan  

dan  Penetapan  Nomor  Urut  Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  

dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Mamberamo Raya Tahun  

2010  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. Bahwa  pada  tangga l  12  Agustus  2010  juga ,  Para  

Penggugat  dan Pasangan  Calon  Lainnya ,  mengi r imkan  sura t  

kepada  atasan  Tergugat  (KPU Prov ins i  Papua)  dan  Ketua  

PANWAS Prov ins i  Papua  Nomor  :  02/GAB- TIMKER/CABUP-

CAWABUP/VI I I / 2 010  Si fa t  “Pent i ng ”  Per iha l  “Penyampaian  

Kebera tan  Tentang  Penar i kan  dan  Penetapan  Nomor  Urut  

Pasangan    Calon  Kandida  t  ”   sura t  in i  merupakan  

bentuk  pro tes  te rhadap  

(  6 )

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idk ine r j a  Terguga t  yang  te l ah  sewenang- wenang menafs i r kan  

atu ran  dasar  maupun    atu ran    tekn i s    agar  

kepent i ngan    Para   Penggugat   dan  para

kontes tan  la i nnya  didepak  dar i  bursa  penca longan  tanpa  

pendaf ta r an  apa lag i  dengan  mela lu i  ver i f i k a s i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. Bahwa  adapun  alasan  Terguga t  t i dak  melo loskan  Para  

Penggugat  sebaga i  ca lon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Mamberamo  Raya  Per iode  tahun  2010- 2015  adalah  karena  

para  Penggugat  t i dak  mencapa i  pero lehan  15  % dukungan  

dar i  Par ta i /Gabungan  Par ta i  sebaga imana  d i t en tukan  dan  

Undang- undang  Nomor  12  Tahun  2008  Tentang  Perubahan  

Atas  Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2004  ten tang  

Permer in t ahan  Daerah  Jo.  Pera tu ran  KPU Nomor  68  Tahun  

2009  Tentang  Pedoman  Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. Bahwa  yang  membingungkan  lag i ,  Tergugat  te lah  

menerb i t kan  Ber i t a  Acara  Nomor  007/BA/KPU- MBR-

031/V I / 2010  tangga l  15  Jun i  2010  jam.  24.00  Wit ,  

ten tang  has i l  Pendaf ta ran  Bakal  Pasangan  Calon  Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  ser ta  has i l  Ver i f i k a s i  

syara t  dukungan  15  % ( l ima  belas  persen)da r i  Par ta i  

Pendukung  Bakal  Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah,  d imana  tangga l  ob jek  sengketa  juga  

di t e rb i t k an  pada  har i  yang  sama,  jad i  apakah  masih  ada  

jam  25.00  Wit  dan  sete rusnya  untuk  waktu  d i  Kabupaten  

Mamberamo   Raya  ?  Sehingga  pada  tangga l  te rsebu t  

Tergugat  juga  menerb i t kan  objek  sengketa  ?  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. Bahwa  t i dak  sepenuhnya  pero lehan  15  % dukungan  dar i  

par ta i  Gabungan  yang  disampaikan  oleh  Tergugat  mengacu  

kepada  jumlah  Par ta i - par ta i  dukungan  yang  mempero leh  

suara  sah  Par ta i ,  namun  dis i s i  la i n  Terguga t  te l ah  

mengaku i  bahwa Penggugat  te lah  memenuhi  syara t  dukungan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idmin ima l  15  % dar i  Par ta i  Gerakan  Indones ia  Raya  (5  %) 

dan Par ta i  Nasiona l  Benteng  Kerakya tan  Indones ia  (10  %) 

seh ingga  tanpa  dukungan  Par ta i  Pol i t i k  la i nnya ,  Para  

Penggugat  seharusnya  dida f t a r kan  dan  dive r i f i k a s i  

berkas  penca longan  te rsebu t ,  dan  t i dak  bo leh  

“d igan tung ”  o leh  Tergugat  seper t i  yang  di l akukannya  

kepada  para  Penggugat  ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

16. Bahwa  t i ndakan  Tergugat  mengeluarkan  objek  sengketa  

je l as - je l as  merug ikan   kepent i ngan   Para   Penggugat  

karena   ak iba t   d ike lua r kannya  

(7  )

ob jek  sengketa  te rsebu t  Para  Penggugat  keh i l angan  hak  

pol i t i k n ya  yang  di l i n dung i   o leh   Undang  -  undang 

dengan  alasan    yang   t i dak   tepa t   dan 

mengada- ada,  d isamping  i t u  Tergugat  juga  te l ah  

mengambi l  pors i  yang  seharusnya  menjad i  hak  Par ta i  

Pol i t i k  da lam hal  Penca lonan  ; - - - - - - - - - - - - - - - -

17. Bahwa  alasan  Tergugat  menolak  untuk  memasukkan  nama 

Para  Penggugat  sebaga i  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

te rsebu t  ada lah  t i dak  mendasar  karena  t i dak  didukung  

dengan  Bukt i  data - data  yang  ob jek t i f ,  karena  fak tanya  

Para  Penggugat  memi l i k i  dukungan  29  % pero lehan  suara  

secara  akumulas i  dar i  Par ta i  pendukung  ya i t u  Par ta i  

Gerakan  Indones ia  Raya  (5  %)  dan  Par ta i  Nasiona l  

Benteng  Kerakya tan  Indones ia  (10  %)  ser ta  Par ta i  

Demokra t  (5  %)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. Bahwa  Par ta i  gabungan  yang  mengusung  Para  Penggugat  

sebga i  Bakal  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  

Mamberamo  Raya,  dapat  Para  Penggugat  bukt i kan  dengan  

adanya  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Sura t  Dewan Pimpinan  Cabang Par ta i  Gerakan  Indones ia  

Raya,  Nomor  05/DPC- Ger ind ra /MBR/VI /2010  te r t angga l  

10  Apr i l  2010  ten tang  REKOMENDASI  ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

- Sura t  Dewan Pimpinan  Cabang  Par ta i  Nasiona l  Benteng  

Kerakya tan  Indones ia ,  Nomor  26/DPC- PNBKI /MBR/V/2010  

te r t angga l  14  Mei  2010  ten tang  REKOMENDASI  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

- Sura t  Dewan  Pimpinan  Cabang  Par ta i  Pedul i  Rakyat  

Nasiona l ,  Nomor  08/DPC- PPRN/MBR/V/2010  te r t angga l  11 

Mei  2010  ten tang  REKOMENDASI  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Sura t  Dewan Pimpinan  Cabang Par ta i  Persa tuan  Daerah ,  

te r t angga l  10  Apr i l  2010  ten tang  REKOMENDASI  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Sura t  Dewan Pimpinan  Cabang Par ta i  Pemuda Indones ia ,  

Nomor  01/DPC- PPI /MBR/V/2010  te r t angga l  20  Mei  2010  

ten tang  REKOMENDARI  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- Sura t  Dewan Pimpinan  Cabang Par ta i  Demokra t  Prov ins i  

Papua  Nomor  031/RKM/DPD.PD/VI / 2010  te r t angga l  12  

Jun i  2010  ten tang  REKOMENDASI  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. Bahwa  t i ndakan  Tergugat  mengeluarkan  objek  sengketa  

je l as - je l as  melanggar  Pera tu ran  Perundang- undangan  

yakn i  keten tuan  pasa l  60 ayat  (2 ) ,  ayat (3 )  dan ayat  (4 )  

Undang- undang  Nomor  12  Tahun  2008  Junto  Undang   -  

undang  Nomor  32 Tahun 2004 Tentang  Pemer in tahan  Daerah  

(  9 )

ser ta  keten tuan  Pasa l  3,  4,  12  dan  15  Pera tu ran  KPU 

Nomor  68  Tahun  2009  ten tang  Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah ,  ha l  in i  dapat  d i j e l a skan  sebaga imana  

te ru ra i  d ibawah  in i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id- Para  Penggugat  te lah  memasukkan  berkas- berkas  yang  

dipe r l u kan  sebaga imana  yang  menjad i   persyara tan  

admin is t r a t i f  yang  di ten tukan  oleh  Pasal  59  Undang-

undang  Nomor  12 Tahun 2008  jun to  Undang- undang  Nomor  

32  Tahun  2004  ten tang  Pemer in tahan  Daerah  ;  

- - - - - - - - - -

- Tergugat  da lam  menerb i t k an  objek  sengketa  t i dak  

melakukan  prosedur  tahap- tahapan  sebaga imana  

dimaksud  dalam  keten tuan  Pasa l  60  ayat  (2 )  d imana  

para  Penggugat  t i dak  mendapatkan  pember i t ahuan  

kepada  para  Penggugat  dan  Par ta i  Pol i t i k  yang  

mengusu lkan  Para  Penggugat  sebaga i  Calon  Bupat i  dan  

Waki l  Bupat i  Mamberamo  Raya  yang  te r j ad i  jus t r u  

Tergugat   mengeluarkan   ob jek   sengketa  pada tangga l  

15  Jun i  2010  atau  1  har i  se jak  penutupan  

pendaf ta r an ,  padaha l  seharusnya  Terguga t  

member i t ahukan  kepada  Para  Penggugat  dan  kepada  

gabungan  Par ta i  Pengusu l  Para  Penggugat  secara  

te r t u l i s  berdasarkan  tenggang  waktu  pa l i ng  lama  21  

(dua  puluh  satu )  har i  se jak  pendaf ta ran  di tu t up  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

- Bahwa Tergugat  nyata - nyata  ke l i r u  da lam  menafs i r kan  

keten tuan  Pasal  4 dan 5 Pera tu ran  KPU Nomor  68 Tahun  

2009  ten tang  Pedoman  Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  

;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- Tergugat  da lam  menerb i t k anob jek  sengketa  t i dak  

melakukan  pene l i t i a n  ulang  ten tang  ke lengkapan  dan  /  

atau  perba i kan  persyara tan  ca lon  sebaga imana  

dimaksud  dalam ayat  (4 )  Undang- undang  Nomor  12 Tahun  

2009  jun to  Undang- undang  Nomor  32 Tahun  2004 ten tang  

Pemer in tahan  Daerah,  padaha l  seharusnya  hal  i t u  

di l akukan  oleh  Tergugat  sebe lum Tergugat  menerb i t k an  

objek  sengketa  ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id20. Bahwa berdasarkan  ura ian  pos i t a  po in t  19  dia tas ,  maka 

dapat l ah  dis impu lkan  bahwa  t i ndakan  Tergugat  dalam 

menerb i t kan  objek  sengketa  te l ah  melanggar  keten tuan  

Pera tu ran  Perundang- undangan  yang  ber laku  oleh  

karenanya  berdasarkan  keten tuan  Pasa l  53  ayat  (2 )  

Undang- undangNomor  51  Tahun  2009  jun to  Undang- undang  

Nomor  9 Tahun  2004  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  

seh ingga  objek  sengketa  a quo patu t l ah  untuk  diba ta l kan  

;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

(  10 )

21. Bahwa  dike lua rkannya  objek  sengke ta  yang  je l as - je l as  

te lah  merug ikan  kepent i ngan  Para  Penggugat  dan  juga  

akan  mengak iba t kan  adanya  kerug ian  Negara  yang  leb ih  

besar ,  o leh  karenanya  Para  Penggugat  mohon kepada  Ketua  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  atau  Maje l i s  

Hakim  yang  memer iksa  perkara  in i  untuk  mengeluarkan  

Penetapan  Penundaan  te rhadap  pelaksanaan  objek  sengketa  

sebaga imana  dimaksud  oleh  keten tuan  Pasa l  67  ayat  (2 )  

dan  ayat  (3 )  Undang- undang  Nomor  5  Tahun  1986  Jo.  

Undang- undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara  sebe lum  memer iksa  pokok  sengketanya  

untuk  menjaga  t i ndakan  Tergugat  da lam  melaksanakan  

tahapan  se lan ju t nya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat  te rsebu t ,  

p ihak  te rguga t  mengajukan  jawaban  sebaga i  ber i ku t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bahwa  Terguga t  menolak  se lu ruh  dal i l - da l i l  Para  

Penggugat  sebaga imana  te ru ra i  da lam  sura t  gugatannya ,  

te rkecua l i  j i k a  secara  tegas  dan  je l as  diaku i  o leh  

Tergugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

2. Jawaban Tergugat  te rhadap  Posi ta  gugatan  para  Penggugat  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idNomor  1  dan  2  dapat  d i j awab  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bah

wa benar  Tergugat  mengumumkan pendaf ta ran  baka l  ca lon  

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Mamberamo  Raya  tahun  2010  – 

2015  yang  diusu l kan  atau  dia j ukan  oleh  Par ta i  Pol i t i k  

atau  gabungan  Par ta i  Pol i t i k  dan  perseorangan ,  

d isesua i kan  jadwa l  yang  te l ah  di te t apkan  dalam  Sura t  

No.  15/KPTS/KPU- MBR-031/2010  ten tang  perubahan  atas  

Keputusan  KPU Kabupaten  Mamberamo Raya No.  01/KPTS/KPU-

MBR-031/2010 ,  yang  sudah  di te t apkan  ada lah  tangga l  08  

Jun i  2010  sampai  tangga l  14  Jun i  2010.  Ser ta  Para  

Penggugat  mendaf ta r kan  d i r i  pada  tangga l  14  Jun i  2010  

di  secre ta r i a t  Tergugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

3. Jawaban Tergugat  te rhadap  Posi ta  gugatan  para  Penggugat  

No.  3  dapat  d i j awab  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Bahwa  Dal i l  para  Penggugat  adalah  t i dak  bera lasan  

karena  para  Penggugat  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Mamberamo Raya  per iode  tahun  2010  –  2015  d ia j ukan  dan  

didukung  o leh  5 (  l ima  )  Par ta i  Pol i t i k  yakn i   Parta i  

Gerakan  Indonesia  Raya,  Parta i  Benteng  Kerakyatan  

Indonesia ,  Parta i  Pedul i  Rakyat  Nasional ,  Parta i  

Persatuan  Daerah,  Parta i  Pemuda Indonesia ,   yang   mana 

hal   in i   dapat  d ibuk t i k an  dengan  

(  11 )

Sura t  Penca lonan  No.  02/T IM- PCB/MR/IV /2010  yang  

di t uangkan  dalam fo rmu l i r  Model  B- KWK dan  fo rmu l i r  B2-

KWK tangga l  12 Jun i  2010 ;  - - - - - - - - -

4. Tergugat  Jawaban te rhadap  Posi ta  gugatan  para  Penggugat  

No.  4  dan  5  dapat  d i j awab  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bahwa   t i dak  benar  ka lau  para  Penggugat  mengatakan  

Tergugat  t i dak  pernah  mendaf ta r kan  nama para  Penggugat  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.iddalam buku  reg i s t e r  pendaf ta r an  karena  fak tanya  memang 

nama  para  Penggugat  sebaga i  Calon  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  d ica ta t  dalam  buku  reg i s t e r  yang  di t uangkan  

dalam Form Regis t r a s i ,  yang  mana dapat  d ibuk t i k an  pada  

buku  reg i s t r a s i  te rca ta t  nama,  har i ,  tangga l  dan  jam 

para  Penggugat  mendaf ta r kan  d i r i  sebaga i  baka l  Calon  

yakn i  tangga l  14 Jun i  2010  puku l  18.35  Wit  dan se lesa i  

puku l  19.55  Wit  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Jawaban Tergugat  te rhadap  Posi ta  gugatan  para  Penggugat  

No.  6  dapat  d i j awab  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - Para  Penggugat  mendaf ta r kan  di r i  tangga l  14 Jun i  

2010  yang  merupakan  har i  te rakh i r  pendaf ta ran  baka l  

ca lon ,  Tergugat  langsung  melakukan  pemer iksaan  berkas  

persyara tan  sete lah  di te l i t i  te rnya ta  sura t  penca lonan  

oleh  Par ta i  Pol i t i k  sebaga imana  yang  disya ra t kan  oleh  

Pasa l  13  ayat  1  Pera tu ran  KPU No.  68  tahun  2009,  

ten tang  Pedoman Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  

Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah ,  d i temukan  

adanya  Perpo l  yang  te lah  mencalonkan  baka l  ca lon  

la i nnya  yakn i  PNBKI  (Par ta i  Nasiona l  Benteng  Kerakya tan  

Indones ia )  yang  leb ih  du lu  te lah  mencalonkan  pasangan-

pasangan  DEMIAMUS  KYEUW KYEUW.  SH  dengan  ROBBY 

RUMANSARA,  SP.  Tangga l  13  Jun i  2010  ;  -  atas  daras  

i t u l ah  maka Tergugat  member ikan  kesempatan  kepada  para  

Penggugat  untuk  melakukan  k la r i f i k a s i  du lu  dengan  

Par ta i  yang  bersangku tan  karena  sesua i  dengan  keten tuan  

Parpo l  yang  sudah  mencalonkan  pasangan  yang  la i n ,  ha l  

in i  sesua i  dengan  Pasal  59  ayat  6  UU.  No.  12/2008  

tentang  Perubahan  kedua  atas  UU.  No.  32  tahun  2004  

tentang  Pemerintah  Daerah,  disebutkan  Parta i  Pol i t i k  

atau  gabungan  Parta i  Pol i t i k  hanya  dapat  mengusulkan  

satu  pasangan calon  dan pasangan calon   tersebut  t idak  

dapat  diusulkan  lagi  oleh  Parta i  Pol i t i k  atau  Gabungan 

Parta i  Pol i t i k  yang  la innya ,  yang  juga  dalam   Pasal  

7   ayat   1  dan  2  Peraturan   KPU  No.68   Tahun  2009  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idten tang  

(  12 )

Pedoman Tekn is   Tata   Cara   Penca lonan  Pemi l i han  Umum 

Kepala  Daerah,  dikatakan  Parta i  Pol i t i k  atau  gabungan 

Parta i  Pol i t i k  hanya  dapat  mengusulkan  satu  bakal  

pasangan  calon.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bahwa 

para  penggugat  had i r  kembal i  guna melengkap i  kekurangan  

dengan  Ketua  PNBKI  (Par ta i  Nasiona l  Benteng  Kerakya tan  

Indones ia )  saudara  OKTOVIANUS MEOP Ketua  Par ta i  untuk  

menandatangan i  sura t  penca lonan  yang  te r t uang  dala  

fo rmu l i r  model  B- KWK, yang  mana sesua i  dengan  keten tuan  

Pasal  13 ayat  1 Peraturan  KPU No.  68 Tahun 2009 ten tang  

Pedoman  Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Umum 

KepaLA  Daerah,  sura t  penca lonan  d ianggap  sah  apab i l a  

di t anda tangan i  o leh  Ketua  dan  Sekre ta r i s  dan  dibubuh i  

Cap,  jus t r u  yang  te r j ad i  ada lah  bahwa ko lom tanda tangan  

Sekre ta r i s  Parpo l  yakn i  Saudara  MELKIANUS L.  SOOM, A.Md 

jus t r u  kedua  ko lom  te rsebu t  d i t anda tangan i  pu la  oleh  

Ketua  OKTOVIANUS  MEOP,  yang  ar t i n ya  pu la  sura t  

penca lonan  yang  d iusu l kan  oleh  PNBKI  (Par ta i  Nasuiona l  

Benteng  Kerakya tan  Indones ia )       untuk  mencalonkan  

para  penggugat  sebaga i  baka l  ca lon  ada lah  t i dak  sah  

karena  mengalami  cacat  hukum.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Seh

ingga  sure ty  penca lonan  PNBKI  (Par ta i  Nasiona l  Benteng  

Kerakya tan  Indones ia )  yang  te rguga t  d iaku i  dan d ianggap  

sah  adalah  sura t  penca lonan  kepada  pasangan  DEMIANUS 

KYEUW KYEUW,SH dengan  ROBBY RUMANSARA,  SP.  Tangga l  13 

Jun i  2010,  yang  di tanda tangan i  o leh  Ketua  dan  

Sekre ta r i s  PNBKI  (Par ta i  Nasiona l  Benteng  Kerakya tan  

Indones ia  )  .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Selan ju tnya  Tergugat  melakukan  

ver i f i k a s i  te rhadap  syara t  mut lak  dukungan  min imal  15 % 

suara  sah  atau  kurs i  DPRD,  dihadapan  Bakal  pasangan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idca lon ,  Pimpinan  Par ta i  Pol i t i k  pengusung,  Panwas  dan  

massa  pendukung  baka l  pasangan  ca lon ,  untuk  menentukan  

apakah  par ta i  po l i t i k  yang  mencalonkan  dan  member i  

dukungan  kepada  para  penggugat  sebaga i  baka l  ca lon  

sudah  memenuhi  syara t  seper t i  yang  d i t en tukan  dalam 

Pasal  4 ayat  1,  4,  5 dan 6 Peraturan  KPU No.  68  Tahun 

2009,   bahwa  sete lah  di l akukan  perh i t ungan  te rnya ta  

par ta i  yang  mencalonkan  para  penggugat  sebaga i  baka l  

ca lon  t i dak  memenuhi  syara t  mut lak  dukungan  min imal15  % 

suara  sah  atau  kurs i ,  bahwa sesua i  keten tuan  Pasal  12 

ayat  4 huruf  c.  dan ayat  5,  P:eraturan  KPU No.  68/2009 ,  

apabi la   sete lah  di lakukan  perhi tungan  t idak  memenuhi  

syarat  mutlak  

(  13 )

dukungan minimal  15 % suara  sah atau  kurs i  di  DPRD, KPU 

dapat  menolak  pendaf ta ran  bakal  calon  pasangan.  

Dikarenakan  t i dak  memenuhi  syara t  mut lak  dukungan  

min ima l  15  % suara  sah  atau  kurs i  d i  DPRD,  maka 

te rguga t  menyatakan  menolak  penca lonan  para  penggugat  

sabaga i  baka l  ca lon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  Kabupaten  Mamberamo Raya  Tahun  2010  dan  t i dak  

di l an j u t kan  dan  melakukan  prosaes  ver i f i k a s i  

ke lengkapan  berkas  admin is t r a s i  se lan ju t nya ,  yang  atas  

dasar  i t u l ah  maka te rguga t  t i dak  member i kan  Tanda Bukt i  

pener imaan  pendaf ta ran  kepada  para  Penggugat  sebaga i  

baka l  ca lon  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Jawaban Tergugat  te rhadap  Posi ta  Gugatan  para  Penggugat  

No.  7  dapat  d i j awab  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - Bahwa  objek  sengketa  Keputusan  KPU Kabupaten  

Mamberamo  Raya  No.  21/KPTS/KPU- MBR-031/2010  ten tang  

Penetapan  Pasangan  ca lon  yang  memenuhi  syara t  mut lak  

dukungan  15 % suara  sah  atau  kurs i  pada tangga l  14 Jun i  

2010 yang  mana te lah  sesua i  dengan pasa l  4 ayat  1,  4,  5 

dan  6 Pera tu ran  KPU No.  68 Tahun  2009,  (un tuk  je l asnya  

baca  jawaban  te rguga t  pada  po in  5  dia tas  karena  da l i l  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idpos i t a  gugatan  para  Penggugat  No.  7  dengan  pos i t a  No.  

7)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

7. Jawaban Tergugat  te rhadap  Posi ta  gugatan  para  Penggugat  

No.  8  dapat  d i j awab  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - Bahwa permohonan  para  penggugat  untuk  meminta  

ke longgaran  waktu  atau  perpan jangan  waktu  sangat  je l as  

da bera lasan  dika renakan  akan  mengganggu jadwal  tahapan  

pi l kada  yang  sudah  d i j adwa lkan ,  sesua i  Sura t  Keputusan  

KPU  Kabupaten  Mamberamo  Raya  No.15 /KPTS/KPU- MBR-

031/2010  ten tang  Perubahan  atas  Keputusan  KPU Kabupaten  

Mamberamo Raya No.01/KPTS/KPU- MBR-031/2010  karena  waktu  

yang  diber i kan  saat  pendaf t a ran  ca lon  tangga l  08  Jun i -

14  Jun i  2010  ( te l ah  sesua i  dengan  jadwal  waktu  yang  

dia tu r  dalam  pasa l  59  ayat  7  UU .No.32  Tahun  2004  

ten tang  Pemer in tah  daerah  t i dak  d imanfaa tkan  dengan  

baik ,akan  te tap i  para  Penggugat  jus t r u  mendaf ta r kan  

di r i  d iha r i  te rakh i r  pendaf t a ran  yakn i  tangga l  14 Jun i ,  

seh ingga  ka lau  para  Penggugat  mendaf ta r kan  d i r i  dar i  

awal  sudah  barang  ten tu  masih  banyak  waktu  buat  

melengkap i  kekurangannya ,  bahkan  Pengumuman Penca lonan  

te lah  di l akukan  se jak  tangga l  24 mei- 30 mei  2010,  ba ik  

mela lu i  media  cetak  (cendrawas i  pos)   dan   juga  

mela lu i   media  e lek t r on i k  RRI  Jayapura ,  yang  

(  14 )

mana  pengumuman  mela lu i  media  massa  in i  d i l akukan  

se lama  7  har i  ber tu ru t - tu ru t  dengan  maksud  untuk  

member ikan  kesempatan  yang  se luas - luasnya  kepada  Bagi  

baka l  ca lon  mempers iapkan  di r i ,  agar  saat  pendaf ta ran  

dibuka  tangga l  08  jun i  2010  para  baka l  ca lon  sudah  

benar - benar  s iap ,  seh ingga  sangat  t i dak  bera lasan  ka lau  

Para  Terguga t  meminta  kepada  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  Jayapura  untuk  membata lkan  se lu ruh  proses  

tahapan  Pemi lukada  d i  Kabupaten  Mamberamo  Raya  Bata l  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.iddemi  

hukum;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. Jawaban Tergugat  te rhadap  pos i t a  gugatan  para  penggugat  

dapat  d i j awab  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  sura t  yang  di tu j u kan  kepada  para  penggugat  

No.032/KPU- MBR-031/V I / 2010  tangga l  19  jun i  2010  ada lah  

sura t  pember i t ahuan  kepada  para  penggugat ,  d i l akukan  

sesua i  dengan  mekanisme  dika renakan  sete lah  melakukan  

ver i f i k a s i  te rhadap  syara t  mut lak  dukungan  15  % suara  

sah  atau  kurs i  pada tangga l  14 jun i  2010 pada saat  para  

penggugat  mendaf ta r kan  di r i ,  par ta i  yang  

mencalonkan /mengusung  para  penggugat  sebaga i  baka l  

ca lon  t i dak  memenuhi  syara t  min imal  15 % dar i  akumulas i  

suara  sah  atau  kurs i  d i  DPRD seper t i  yang  disyara t kan  

dalam  pasa l  12  ayat  5  dan  pasa l  4  ayat  1  huru f  b 

ten tang  pedoman tekn i s  ta ta  cara  Penca lonan  Pemi l i han  

Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah ,  seh ingga  

sesua i  prosedur  per lu  member i t ahukan  secara  te r t u l i s  

kepada  para  penggugat  sebaga i  baka l  

ca lon ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Jawaban Tergugat  te rhadap   pos i t a  gugatan  ParaPenggugat  

nomor  10  dapat  d i j awab  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Bahwa  te r l i h a t  je l as  da l i l  Penggugat  in i  te r l a l u  

mencar i  kesa lahan  atau  ke lemahan  dar i  te rguga t ,  

baga imana  t i dak  d isaa t  te rguga t  te l ah  melakukan  proses  

tahapan  pemi lukada ,pa ra  penggugat  mengajukan  sura t  

kebera tan  kepada  KPU  Prov ins i  atas  k ine r j a  KUPD 

Memberamo Raya,  d ika renakan  ket i dakpuasan  t i dak  masuk  

dalam  baka l  ca lon  yang  memenuhi  syara t  mut lak  15  % 

dukungan  suara  sah  atau  kurs i  dar i  par ta i  pendukung,  

wajar  k i r anya  ka lau  PKU Prov ins i  t i dak  merespon  apa  

yang  menjad i  kebera tan  Penggugat  dika renakan  fak ta  yang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idada  memang apa  yang  sudah  d i l akukan  oleh  KPU Mamberamo 

Raya pada pr ins i pnya  sudah  sesua i  dengan keten tuan  yang  

ber laku ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(  15 )

10.  Jawaban  Tergugat  te rhadap  pos i t a  gugatan  Para  

penggugat  nomor  11 dapat  d i tanggapa i  sebaga i  berku t  :

Bahwa  wajar  k i r anya  ka lau  Tergugat  menerb i t kan  

keputusan  komis i  pemi l i han  umum kabupaten  Mamberamo 

raya  No.26 /KPTS/KPU- MMBR-03/2011  Tangga l  12  Agustus  

2010  Tentang  Penar i kan  Dan  Penetapan  Nomor  Urut  

Pasangan  Calon  kepa la  daerah  dan  Waki l  Kepada  Daerah  

Kabupaten  Mamberamo Raya Tahun 2010 tanpa  sepengetahuan  

Para  Penggugat  dika renakan  paraa  penggugat  sudh  t i dak  

masuk  lag i  nominas i  sebaga i  baka l  ca lon  kepa la  daerah  

dan  waki l  kepada  daerah  kabupaten  Mamberamo raya  tahun  

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

11. Jawaban  Tergugat  te rhadap  pos i t a  gugatan  Para  

penggugat  nomor  12; - - - - Adalah  pengu langan  dal i l  da lam 

pos i t a  nomor  10  jad i  Tergugat  t i dak  per lu  

menanggap i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. Jawaban  Tergugat  te rhadap  pos i t a  gugatan  Para  

penggugat  nomor  13 dapat  d i j awab  sebaga i  ber i ku t  :

Bahwa fak ta  yang  te r j ad i  para  penggugat  yang  d iusung  5 

par ta i  po l i t i k  yang  dar i  5  parpo l  pengusung  hanya  2 

parpo l  sa ja  yang  memi l i k i  kurs i  d i  DPRD yakn i  Par ta i  

Gerakan  Indones ia  Raya  1  (sa tu )  kurs i  dan  Panta i  

Nasiona l  Benteng  kerakya tan  Indones ia2  (dua)  kurs i  

sedang  3  ( t i ga )  parpo l  pengusung  la i nnya  t i dak  

mempunya i  kurs i  d i  DPRD yakn i  Par ta i  Pedul i  Rakyat  

Nasiona l ,  Par ta i  Persa tuan  Daerah  dan  Par r t a i  Pemuda 

Indones ia  dengan  r inc i an  suara  yang  sah  has i l  pemi lu  

tahun  2009 sebaga i  ber i k i t  :

1. Par ta i  Gerakan  Indones ia  raya                   :  

Disclaimer
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id299

2. Par ta i  Nasiona l  Benteng  Kerakya tan              

Indonesa i  

:    940

3. Par ta i  Pedul i  Rakyat  

Nasiona l                     :   110

4. Par ta i  Persa tuan  Daerah  

:   182

5. Par ta i  Pemuda 

Indones ia                           :   169

Tota l  suara  sah    :  1.700   suara .

Sehingga    apabi l a    d ika l i k an  dengan  jumlah  

pero lehan  suara  yang  sah  pemi l i han  umum  leges la i t f  

Kabupaten  Mamberamo  Raya   13.043  % x  15  % =  1.956 ,  

suara ,  sedangkan  suara  sah   yang  d imi l i k i  parpo l  

pengusung  para   penggugat   ada lah   Suara   seh ingga  

t i dak   memenuhi   syara t  yang  di -  

(  16 )

ten tukan  karena  hanya  mencapa i  13.03  % suara  sah  has i l  

pemi lu  leg i s t a l i t f  2009,  yang  mana  haa l  in i  te lah  

sesua i  dengan  pasa l  4  ayat  5  Pera tu ran  KPU Nomor  68  

Tahun  2009,  seh ingga  apa  yang  di l akukan  oleh  Tergugat  

sangat  bera lasan  karena  te l ah  sesua i  dengan  keten tuan  

yang  ber laku  ; - - - - - -

13.  Jawaban  Tergugat  t t e rhadap  pos i t a  gugatan  Para  

Penggugat  nomor  14 dapat  d i j awab  sebaga i  ber i ku t  :Bahwa 

ber i t a  acara  No.007/BA/KPU- MBR-031/V I / 2010 ,  tangga l  15  

Jun i  2010  ten tang  has i l  pendaf ta ran  baka l  pasangan  

ca lon  kepada  daerah  dan waki l  kepada  daerah  ser ta  has i l  

ver i f i k a s i  syara t  dukungan  15  % dar i  par ta i  pendukung  

baka l  pasangan  ca lon  kepa la  daerah  dan  waki l  kepada  

daerah  ada lah  has i l  ver i f i k a s i  te rhadap  syara t  mut lak  

dukungan  pasangan  15  % sudaah  sah  ataua  kurs i  d i  DPRD 

dar i  par ta i  pendukung  pasangan  baka l  ca lon  yang  

di l aksanakan  pada tangga l  14 Jun i  2010 saat  pendaf t a ran  

Disclaimer
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idbaka l  ca lon  d ihadapan  baka l  ca lon  pimpinan  par ta i  

po l i t i k  pengusung,  panwas,  dan  massa  pendukung  baka l  

pasangan  ca lon  yang  has i l n ya  dip lenokan  tangga l  15 Jun i  

2010  jam   10.00  WIT kemudiaan  di tuangkan  dalam Ber i t a  

Acara  No.007 /BA/KPU- MBR-031/V I / 2010 ,  pada  tangga l  15  

Jun i  010  yang  pada  tangga l  yang  sama  pula  

di t e rb i t k an l ah  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Mamberamo  Raya,  yang  mana  hal  in i  t i dak  

menyalah i  atu ran .  Sehingga  sangat  t i dak  bera lasan  ka lau  

para  penggugat  ber i t a  acara  No.007/BA/KPU- MBR-

031/V I / 2010  tangga l  15  Jun i  2010  di te rb i t k an  jam 24.00  

Wita ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14.  Jawaban  Tergugat  te rhadap  pos i t a  Para  penggugat  nomor  

15  dapat  d jawab  sebaga i  

ber i ku t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Nampak je l as  para  penggugat  t i dak  memahami  obyek  

perkara  a quo dengan  baik  karena  dal i l  yang  d iungkapkan  

hanya lah  pengu langan  apa  yang  sudah  d ida l i l k a n  dalam 

poin  pos i t a  sebe lumnya,  Penetapan  pasangan  Calon  yang  

memenuhi  syara t  mut lak  15 % dar i  jumlah  suara  sah  atau  

kurs i  pada  proses  Pendaf ta ran  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  dan Waki l  Kepada Daerah  Kabupaten  Mamberamo raya  

tahun  2010  mengacu  pada  pasa l  4  ayat  4  Pera tu ran  KPU 

Nomor  68  Tahun  2009,  yang  mana  d isebu tkan  dalam  ha l  

baka l  pasangan  ca lon  dia jukan  oleh  gabungan  par ta i  

po l i t i k  yang  memi l i k i  kurs i  d i  DPRD  sebaga imana  

dimaksud  pada  ayat  (3 )  huru f  b,  pemenuhan  persyaara tan  

penga juan  ca lon  d i l akukan  dengan  cara  menjumlah  

pero lehan  suara  gabungan  par ta i  

(  17 )

po l i t i k  te rsebu t  dan  menghi tung /menepkan  

prosen tasenya .A r t i n y a  bahwa  para  penggugat  t i dak  

menyadar i  bahwa  para  penggugat  sebaga i  baka l  ca lon  

Disclaimer
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.iddia jukan  atau  diusung  oleh  parpo l  yang  mempero leh  kurs i  

d i  DPRD dan  parpo l  yanag  t i dak  memi l i k i  kurs i  d i  DPRD 

seh ingga  perh i t ungannya  untuk  mencapai  15  % suara  sah  

has i l  pemi lu  dar i  parpo l  pengusung,  bahwa  benar  dar i  

par ta i  yang  mendukung  para  penggugat  te l ah  mempero leh  

15  % dar i  perh i t ungan  kurs i n  di  DPRD  Kabupaten  

Mamberamo Raya  yakn i  Par ta i  Gerakan  Indones ia  Raya  1 

kurs i  dengan  prosen tase  5  %,  Par ta i  Nasiona l  Benteng  

Kerakya tan  Indones ia  2  kurs i  dengan  prosen tase  10  % 

yang  to ta l n ya  15 %, akan  te tap i  satu  para ta i  pendukung  

para  penggugat  yakn i  PNBKI  (Par ta i  Nasiona l  Benteng  

Kerakya tan  Indones ian  )  d ianggap  t i dak  sah  karena  te l ah  

mencalonkan  pasangan  yang  la i n  yakn i  Demianus  Kyeuw 

Kyeuw,  SH dengan  Robby  Rumansara ,  SP yang  dica lonkan  

dan  dida f t a r kam  leb ih  dahu lu .Sesua i  atu ran  t i dak  

dipe rbo lehkan  par ta i  atau  gabungan  par ta i  mencalonkan  

pasangan  baka l  ca lon  yang  la i n  sesua i  pasa l59  ayat  6 UU 

No.12 /2008  Tentang  Perubahan  Kedua  atas  UU No,32  Tahun  

2004 Tentang  Pemer in tahan  Daerah ,  yang  juga  da lam pasa l  

7b  ayat  1  dan  2  Pera tu ran  KPU No.  68  tahun  2009  

dika takan  par ta i  po l i t i k  atau  gabungan  par ta i  po l i t i k  

hanya  dapat  mengusungkan  1  baka l  pasangan  

ca lon ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Bahwa  d isamping  i t u  sura t  

penca lonannya  hanya  d i t anda tangan i  o leh  Ketuya  Panta i  

PNKI  (Par ta i  Nasiona l  Bentang  Kerakya tan  Indonesa i )  

sdr .Ok tov i anus  Meop  tanpa  di tanda tangan i  o leh  

sekre ta r i s  par ta i  sdr  Melk inus  L.Doom,Amd bahkan  tanda  

tangan  sekre ta r i s  par ta i  sdr  Mel i k i anus  L.Moom,  A md 

te lah  dipa l sukan  oleh  ketua  par ta i  sdr  Oktav ianus  Meop,  

pada  sure ty  penca lonan  yang  te r t uang  dalam fo rmu l i r  B-

KWK-KPU  tangga l  12  Jun i  2010  sesua i  atu ran  t i dak  

dipe rbo lehkan   par ta i  atau  gabungan  par ta i  mencalonkan  

pasangan  baka l  ca lon  yang  la i n ,  seh ingga  sangat  t i dak  

beraa lasan  ka lau  para  penggugat  harus  te tap  

di i ku t se r t a kan  dalam  tahapan  proses  baka l  penca lonan  

pemi lukada  2010- 2015  se lan ju t nya ,  d ika renakan  te l ah  

gugur  da lam  ver i f i k a su i  karena  t i dak  memenuhi  syara t  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idmut lak   15  % suara  saah  has i l  pemi lu  leg i s l t i f  2009,  

yang  diusung  oleh  par ta i  

pendukungnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

(  18 )

15. Jawaban  Tergugat  te rhadap  pos i t a  gugatan  Para  

Penggugat  nomor  16  t i dak  per lu  d i t anggap i  karena  hanya  

merupakan  pengu langan  dar i  pos i t a  sebe lumnya  

sa ja ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. Jawaban  Tergugat  te rhadap  p[os i t a  gugatan  Para  

Penggugat  nomor  17  dan  18  dapat  d jawab  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Bahwa dal i l  para  penggugat  in i  te r l a l u  memutarba l i k kan  

fak ta  kar tena  fak tanya  par ta i  p i l i t i k  pengusung  para  

penggugat  sebaga i  baka l  ca lon  kepada  daerah  dan  waki l  

kepa la  daerah  ada lah  apa  yang  te r t uang  da lam  sura t  

penca lonan  yakn i  Par ta i  Gerakan  Indones ia  Raya,  Par ta i  

Nasiona l  Benteng  kerakya tan  Indones ia ,Pa r t a i  pedu l i  

Rakyat  Nasiona l ,Pa ra t i  Persa tuan  Daerah ,  Par ta i  Pemuda 

Indones ia  yang  mana  hal  in i  dapat  d ibuk t i k an  dengan  

sura t  penca lonan  yang  d i t anda  tangan i  o leh  Ketua  dan  

Sekre ta r i s  parpo l  pengusung  baka l  ca lon  No.02 /T IM-

PCB/MR/IV /2010  tangga l  2  Jun i  2010  seh ingga  apa  yang  

dikemukakan  para  penggugat  te l ah  mendapat  dukungan  20 % 

suara  ada lah  t i dak  bera lasan  ; - - - - - - - - - - - - - - -

17.  Jawaban  Tergugat  te rhadap  pos i t a  gugatan  Para  

Penggugat  nomor  19  dapat  d i j awab  sebaga i  

ber i ku t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Bahwa  dal i l  para  penggugat  yang  menyatakan  obyek  

sengketa  te l ah  je l as  melanggar  Pera tu ran  Perundang-

undangan  yakn i  keten tuan  pasa l  69  ayat  2,3  dan  4 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idUU.No.12  Thun  2008  jo  UU.No.32  Tahun  2004  ten tang  

Pemer in tahan  Daerah  ser ta  pasa l  3,4 . ` 12  dan  15 

Pera tu ran  KPU No.68  Tahun  2009  ,ada lah  sangat  t i dak  

bera lasan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Karena  fak tanya  sete lah  d i l akukan  ver i f i k a s i  te rhadap  

syara t  mut lak  min ima l  15 % suara  sah  atau  kurs i  sesua i  

(pasa l  4  ayat  1,4 ,5 ,  dan  6  Pera tu ran  KPU No.68  Tahun  

2009  ten tang  pedoman  tekn i s  ta ta  cara  penca lonan  

pemi lukada)pa ra  penggugat  yangh  dica lonkan  oleh  par ta i  

pendukung  t i dak  memenuhi  syara t  mut lak  15  % sesua i  

dengan  keten tuan  yang  ber laku  seh ingga  te rguga t  

mustah i l  te rguga t  melakukan  pene l i t i a n  u lang  te rhadap  

ke lengkapan  berkas  dan  member i t ahukan  has i l  pene l i t i a n  

te rsebu t , d i k a r enakan  pada  tahap  pendaf ta ran  pun  para  

penggugat  te l ah  gugur  karena  par ta i  yang  mengusung  para  

penggugat  sebaga i  baka l  ca lon  t i dak  memenuhi  syara t  

mut lak  15  % dar i  suara  sah  atau  kurs i  d i  DPRD,  karena  

sesua i  dengan  pasa l  4  ayat  1  huru f  a  dan  b  pera tu ran  

KPU No.68  Tahun  2009  ten tang  pedoman tekn i s  ta ta  cara  

penca lonan  pemi lukada ,  par ta i  atau  gabungan  paar ta i  

hanya  bias  mencalonkan  baka l  ca lon  kepada

(  19 )

daerah  dan waki l  kepa la  daerah  apab i l a  min ima l  mendapat  

suara  sah  15  % dar i  akumulas i  pero lehan  suara  sah  di  

DPRD,  seh ingga  dengan   t i dak  te rpenuh i  syara t  in i  maka 

bera r t i  pu la  para  penggugat  t i dak  masuk  nominas i  

sebaga i  ca lon  pemi l i han  umum kepa la  daerah  dan  waki l  

kepada  daaereah  Kabupaten  Mamberamo  raya  tahun  2010-

2015; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18.  Jawaban  te rguga t  te rhadap  pos i t a  gugatan  Para  

Penggugat  nomor  20  dapat  d i j awab  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -  Bahwa sangat  t i dak  bera lasan  membata l kan  

obyek  sengketa  yakn i  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Mamberamo  Raya  nomor :  21/KPTS/KPU- MBR-

031/2010 ,  tangga l  15  Jun i  2010  Tentang  Penetapan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idPasangan  Calon  yang  memenuhi  syara t  mut lak  15  % pada  

proses  Pendaf ta ran  Pemi l i han  Umum kepa la  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Mamberamo Raya Tahun 2010  

dika renakan  sura t  keputusan  te l ah  dike lua rkan  sesua i  

dengan  keten tuan  yang  ber laku  yang  te l ah  mengacu  atau  

berpedoman pada  pera tu ran  KPU No.68  Tahun  2009  pasa l  4 

ayat  1,4 ,5  dan  6  Pera tu ran  KPU Tahun  2009  Tentang  

Pedoman  Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  

Pemi lukada ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

19. Jawaban  Tergugat  te rhadap  pos i t a  gugatan  Para  

Penggugat  nomor  21  dapat  d i j awab  sebaga i  

ber i ku t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Bahwa permohonan  para  penggugat  untuk  meminta  penundaan  

te rhadap  pelaksanaan  obyek  sengke ta  adalah  t i dak  

bera lasan  karena  para  penggugat  yang  dica lonkan  o leh  

par ta i  pendukungnya  yang  sudah  t i dak  memenuhi  

ver i f i k a s i  te rhadap  syara t  mut lak  min ima l  15  % suara  

atu  kurs i  d i  DPRD di  Kabupaten  Mamberamo  Raya,  yang  

bera r t i  juga  sudah  t i dak  masuk  dalam nominas i  sebaga i  

baka l  ca lon  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  daaerah  Mamberamo  Raya  Tahun  2010- 2015,  mala  

jus t r u  akan  menghambat  proses  pemi lukada  yang  sedang  

ber langsung  yang  dengan  send i r i n ya  juga  menghambat  

program 

pemer in tah  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

               Menimbang,  bahwa untuk  membukt i kan  kebenaran  

dal i l  gugatan  dan  jawaban,  para  p ihak   mengajukan  ala t  bukt i  

sebaga i  ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Penggugat :  Bukt i  Sura t  ber tanda  P1 s/d  P 17  tanpa  saks i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tergugat :  Bukt i  Sura t  ber tanda  T1  s/d  T  13  dan  1  (sa tu )  

saks i  Yohana Mantoba i .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id(  20 )

                 Menimbang,  bahwa te rhadap  sengketa  te rsebu t ,  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  te lah  memutus  tangga l  7  

Oktober  2010  No.39 /G/2010 /PTUN.Jpr  yang  amarnya  berbuny i  

sebaga i  ber i ku t  :

M e n g a d i  l  i

1. Mengabulkan  gugatan  Para  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  Bata l  Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Mamberamo Raya nomor :  21/KPTS/KPU- MBR-031/2010 ,  

tangga l  15  Jun i  2010  Tentang  Penetapan  Pasangan  Calon  

yang  memenuhi  syara t  mut lak  15  % pada  proses  pendaf ta ran  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Mamberamo  Raya  Tahun 

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Memer in tahkan  Terguga t  untuk  mencabut  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum  Kabupaten  Mamberamo  Raya  Nomor:  

21/KPTS/KPU- MBR-031/2010  tangga l  15  Jun i  2010  Tentang  

Penetapan  Pasangan  Calon  yang  memenuhi  syara t  mut lak  15 % 

pada  proses  Pendaf ta ran  Pemi l i han  Umum Kepada  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Mamberamo  Raya  Tahun  

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Memer in tahkan  Terguga t  untuk  menerb i t k an  Sura t  Keputusan  

yang  bar fu  dan  memasukkan  nama  Para  Penggugat  da lam 

Penetapan  Pasangan  baru  ca lon  yang  memenuhi  Syara t  Mut lak  

15  %  Pada  Proses  Pendaf ta ran  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Mamberamo Raya 

Tahun  2010,  untuk  di  ver i f i k a s i  sebaga imana  yang  dia tu r  

da lam  Pera tu ran  Perundang- undangan  yang  

ber laku ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Menyatakan  Penetapan  Maje l i s  Hakim  Nomor  :  

39/PEN/2010/PTUN.JPR ten tang  Penundaan  Pelaksanaan  obyek  

sengketa  harus lah  dipe r t ahankan  kecua l i  ada  penetapan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idla i n  untuk  

i t u ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

6. Menghukum Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  

Rop.142 .000 . -  (Sera tus  Empat  Puluh  Dua  r i bu  

Rupiah  ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Menimbang,  bahwa  te rhadap  putusan  te rsebu t  Tergugat  

mengajukan  permohonan  Banding  tangga l  18  Oktober  2010  

yang  di i ku t i  dengan  penga juan  memor i  band ing  tanga l  26  

Oktober  2010  sedangkan  pihak  penggugat  mengajukan  kont ra  

memor i  band ing  tangga l  10 Desember  2010; - - -

(  21 )

            Menimbang,  bahwa memor i   dan  kont ra  memor i  

band ing  para  p ihak  te rsebu t  d i te r ima  d i  kepan i t e r aan  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  tangga l  1  Nopember  

2010  dan  16  Desember  

2010 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

            Menimbang,  bahwa se lan ju t nya  sebe lum berkas  

dik i r im  ke  Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  

Makassar ,pa ra  pihak  te l ah  dber i kaan  kesempatan  untuk  

mel iha t  berkas  ( Inzage)  ,pada  tangga l  29  Nopember  

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                                          TENTANG PERTIMBANGAN 

HUKUM

Menimbang,  bahwa Maje l i s  Hakim  band ing  mempela ja r i  

dengan  seksama  kese lu ruhan  berkas  perkara  maka  dalam 

musyawarah  pada  har i  Rabu,  tangga l  23 pebruar i  2011  te l ah  

dicapa i  mufaka t  secara  bula t  ten tang  putusan  di  t i ngka t  

band ing  dengan  pendapat  dan  per t imbangan  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A. Tentang  permohonan band ing .
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idBahwa  putusan  pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  

diucapkan  tangga l  7  Oktober  2010dengan  dihad i r i  para  

pihak  la l u  Tergugat  mengajukan  permohonan  band ing  tangga l  

18  Oktober  2010  dengan  memenuhi  persyara tan  admin is t r a s i  

la i n ,maka  secara  fo rma l  permohoan  band ing  dapat  

d i t e r ima ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

B. Tentang  putusan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  

No.39 /G.TUN/2010 /PTUN.Jpr  yang  dimohon band ing .

Bahwa sete lah  mempela ja r i  berkas  putusan  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jayapura  te rsebu t ,  maka  Maje l i s  hak im  

band ing  berpendapat  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jayapura  

te lah  sa lah  da lam menafs i r kan  dan  menerapkan  hukum dalam 

sengketa  te rsebu t , adapun  kesa lahan  te rsebu t  adalah  

sebaga i  

ber i ku t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Bahwa per t imbangan  hukum Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jayapura  t i dak  subtans ia l /menyen tuh  mater i  perka ra ,  

te tap i  sumi r  dan  ber t i t i k  bera t  pada  prosedura l  semata  

(pu tusan  hal .37 - 39) ,  Para  penggugat  t i dak  lo l os  menjad i  

pasangan  ca lon  yang  memenuhi  syara t  dukungan  suara  

mut lak  min imal  15  % suara  sah  ada lah  bukan  kesa lahan  

te rguga t , t e t a p i  merupakan  masalah  par ta i / g abungan  

par ta i  yang  mendukung  penggugat .Bahwa  ten tang  hal  in i  

te lah  di tuangkan  dalam ber i t a  acara  tangga l    15- 6- 2010  

No.010/BA/KPU- MBR 031/V I / 2010   yang  merupakan  

(  22 )

dasar / l andasan  te rb i t n ya  SK No.21 /KPTS/KPU- MBR 031/2010  

(obyek  perkara  ) , seh ingga  dengan demik ian  obyek  perkara  

yang  te rb i t  berdasar  ber i t a  acara  din i l a i  sebaga i  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  t i dak  memenuhi  

keten tuan  pasa l  1  angka  3  UU.No.5  Tahun  2986  seh ingga  

pada  gi l i r a nnya  t i dak  dapat  d i j ad i kan  obyek  sengketa  

(Buk t i  T.2 /P .1 ) ; - - - - - - - -

b. Bahwa  dik tum  amar  putusan  No,4  ten tang  memer in tahkan  

Disclaimer
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idte rguga t  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  yang  baru  dan  

memasukkan  nama para  Penggugat  sebaga i  pasangan  ca lon  

yang  memenuhi  syara t  mut lak  15  %  - dst   ada lah  

merupakan  dik tum  putusan  yang  t i dak  ras iona l  dan  andai  

putusan  te rsebu t  berkekua tan  hukum te tap  ( ink rach t  van  

gewi j sde  )  past i  t i dak  dapat  df i  eksekus i  (Non  

Eksekutabe l ) ,   d ika renakan  bahwa  penggugat  memenuhi  

syara t  15  % suara  sah  atau  t i dak  bukan  t i ndakan  hukum 

te rguga t  te tap i  merupakan  peker j aan  has i l  ker j a  par ta i  

gabungan  ,  par ta i  yang  mendukung  dan  mengusung  Para  

penggugat  (merupakan  hal - ha l  yang  murn i  berada  dalam 

ranah  po l i t i k )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

        Menimbang,  bahwa     berdasarkan     per t imbangan    a/  

dan  b/    te rsebu t  maka  putusan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  

Jayapura  te rsebu t   harus  diba ta l kan  ; - - - - - - - - -

        Menimbang,  bahwa berdasarkan  alasan  a/  ,maka  gugatan  

para  penggugat  d in i l a i  sebaga i  t i dak  cukup  a lasan  karena  obyek  

gugatan  t i dak  memenuhi  keten ten tuan  pasa l  1  angka  3  UU.No.5  

Tahun  1986  seh ingga  karenanya  gugatan  harus  

di t o l a k ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

        Menimbang,  bahwa karena  gugatan  di to l a k ,  maka para  

penggugat  / t e r band ing  sebaga i  p ihak  yang  ka lah  da lam 

berperka ra  harus  membayar  biaya  perkara  yang  t imbu l  d ikedua  

t i ngka t  

pengad i l an  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

        Menginga t ,  bahwa  dengan  demik ian  memor i  band ing  

te rguga t / pemband ing  dapat  d i te r ima  dan  

dikabu l kan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

            Menimbang,  Undang- undang  No.51  Tahun 2009  ten tang  

Perubahan  kedua  atas  UU.No.5  Tahun 1986 ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  beser ta  sega la  pera tu ran  perundang- undangan  la i n  

yang  berka i t an  dengan  sengketa ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                                                      

Disclaimer
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idM E N G A D I  L I

- Mener ima  permohonan  band ing  

Tergugat /Pemband ing ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Membata lkan  putusan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jayapura  No.39 /G/2010 /PTUN.JPR  tangga l  7  Oktober  

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(  23 )

MENGADILI  SENDIRI

- Menolak  gugatan  Para  Penggugat /Te rband ing  

se lu ruhnya ; - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menghukum Para  Penggugat /Te rband ing  membayar  biaya  

perkara  dikedua  t i ngka t  Pengadi l an  yang  untuk  

t i ngka t  band ing  sebesar  Rp.250.000  (Dua  ra tus  l ima  

puluh  r i bu  rup iah  ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Demik ian   d ipu tus   da lam   rapa t   permusyawara tan  

Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  

Makassar  pada  har i  Rabu,  tangga l  23  Pebruar i  2011  o leh  

kami    ANDI  LUKMAN,SH   se laku   ketua  Maje l i s  

YOSRAN,SH.M.Hum  dan  DILMAR  TATAWI,SH,   keduanya  

sebaga i  Hakim  Anggota ,  putusan  diucapkan  dalam  s idang  

yang    te rbuka    untuk    umum pada har i  Selasa ,  tangga l  

8  Maret  2011  oleh   Maje l i s   te rsebu t  ,     d iban tu  

oleh    SYAMSUL,K,SH.  Pani te ra   Penggant i  pada  

Pengad i l an  Tingg i    Tata    Usaha     Negara  

Makassar  , t anpa  dihad i r i  para  pihak  atau  kuasa  hukumnya  

;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

        HAKIM  ANGGOTA 

KETUA MAJELIS
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id      YOSRAN,SH.M.Hum.  

ANDI LUKMAN,SH.

                 

     DILMAR TATAWI,SH.

 

  

PANITERA PENGGANTI

  

  

  

SYAMSUL.K.  SH

(  24 )

Per inc i an  biaya  :

        

1. Metera i  

Rp.     6.000 . -

2. Redaks i                                            Rp.  

5.000 . -

3. Leges                                               Rp.  

5.000 . -

4. Proses  penye lesa ian  perkara  .        Rp.   234.000 . -

 

                                             (Dua  ra tus  l ima  

puluh  r i bu  rup iah  ) .
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